BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 106 /406.001.3/2023

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Menimbang

Mengingat

1.

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek
tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6084);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5958);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga
Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5959);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten-
tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1051);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 118);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2021
tentang Standar Harga Satuan Biaya Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah
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Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 81)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2021
tentang Standar Harga Satuan Biaya Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 4);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan
susunan keanggotaan dan honorarium sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU

Keputusan Bupati ini bertugas:

a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan
organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Trenggalek;

b. mengkoordinasikan  kegiatan  pengawasan organisasi
kemasyarakatan di Kabupaten Trenggalek

c. melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan organisasi
kemasyarakatan di Kabupaten Trenggalek; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.
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KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 186 /406.001.3/2023
TENTANG

TIM

TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN HONORARIUM
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

HONORARIUM
JABATAN JABATAN DALAM
NO NAMA PERBULAN
DALAM TIM KEDINASAN
(Rp.)
1 2 3 4 5
[ | Penanggung | MOCHAMAD NUR ARIFIN Bupati Trenggalek 450.000,00
Jawab
I | Ketua Drs. WIDARSONO, M.M. Kepala Bakesbangpol -
III | Sekretaris MARYANI, S.Sos. Kepala Bidang -
Poldagri dan Ormas,
Bakesbangpol
IV | Anggota 1. Lettu. Inf. SUTOPO Pasi Intel Kodim 0806 300.000,00
2. Iptu. YOYOK Kasat Intelkam Polres 300.000,00
WIJANARKO, S.H.,M.H.
3. RIO IRNANDA, Kasi Intel Kejari 300.000,00

S.H.,M.H.
4. SUTRASNO WIDODO,
S.Sos.

S. SUBUH CAHYANTO,
S.H.

6. WELI
PRASETYODIHARJO,
S.Sos.

7. WAHYUDI, S.H.

Kepala Bidang
Wasnas dan
Penanganan Konflik
Sosial, Bakesbangpol
Analis Kebijakan Ahli
Muda Bakesbangpol
Analis Kebijakan Ahli
Muda Bakesbangpol

Analis Ormas,

Bakesbangpol
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8. ANY RIZKY SETYA Analis Politik,
PRIHATIN, S.IP. Bakesbangpol
9. HARTONO Staf Bakesbangpol

rUPATI TRENGGALEK,

l’MOCHAM ) NUR ARIFIN




